WEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINGL JAWA TIMUR
NOMOR 1247 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUS SYIFA' KABUPATEN MALANG
PROVINEI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang A babwa  dalam  rangka meningkatkan  akses  pendalikan
Haudhatul  Athfal  vang bermutu, perlu memberikan
krsempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menvelenggarakan Raudhatul Athfal sesual dengan
standar nasional pendidikan;

b bahwa masa berlaku in operasional/pendirian Raudhatul
Athfal schagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah halus;

¢ bahwa Raudhatel Athfal sebagamana tercantum dalam
Lampiran  Keputusan ini  telah memenuhi  persyaratan
perpanjangan izin pendinan/operisional Raudhatul Athfal
berdasarkan Rekomendasi dani Kepala Kantor Kementerian
Agama KABUPATEN MALANG Nomor :
Kd 1535/02/PP.00.4/1011/2016 Tanggal 29 JANUARI!
2016;

4 habwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dakim huruf a huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan  lzin
Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL NURUS
SYIFA" KABUPATEN MALANG Provinsi Jawa Timur.

Mengingal 1. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003} tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Penddidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembsaran
Negarn Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5670),



.

Peraturan  Pemerintah Nomor A8 Tahun 2008 tentang
Pendanann Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indone s
Tabun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negarn Repulilik

Indonesin Nomaor 4864},

Pernturan  Pemerintah - Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolnan  dan Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembarun
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tam b
Lembaran  Negnra  Republik  Indonesia  Nomor 5150
schagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

Peraturnn Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2% Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sckolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, dan Sckolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyaly;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan i
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggarnan Pendidikan Madmsah, scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelengparaan Pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direitgr Jenderal Peondidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Disclengganmikan oleh Masvarakat,

Keputusan Direktur Jenderal Pendudiban Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan  lzin
Pendirian Madmsah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
jzim Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat

heternngan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

' KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG  PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN /[  OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUS SYIFA' KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR.

“Memberikan perpanjangan ain pendinan foperasional Raudhatul

Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana lercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ok

_Pemberian izin operasnal sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
Iersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoano
pada tanggal 22 Januan 2018
e
-~ KEPALA KANTOR WILAYAH
: X IAN AGAMA

v’ WA TIMUR,
L]
BAHRHA




IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN [ZIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1247 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL NURUS SYIFA'

KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PENDIRIAN

1 | Nama Raudhatul Athfal

NURUS SYIFA'

101235070285

2 | Nomor Statistik Madrasah

3 | Alamat Raudhatul Athfal SUMBER PUCUNG
DESA GIRIMULYO
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

4 | Nama Organisasi Penyelenggara

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

5 | Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

NO. 1238, ACHMAD SYAHRANI, SH,M.Kn

6 | Pengesahan Akte
Organisasi Penyclenggara

Notaris

AHU-0034049.AH.0 1.07. TAHUN 2015 /
30 DESEMBER 2015




